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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa,
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim dapat
melaksanakan analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan baik.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum atas Produk Hukum Daerah
merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang Peraturan
Perundang-undangan terkait re-regulasi atau deregulasi Peraturan
Perundang-undangan di Daerah. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui
metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yang berupa
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Dokumen hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dijelaskan mengenai alasan atau pertimbangan perlunya
dilakukan analisis dan evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan analisis dan
evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih terdapat kekurangan dan jauh
dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam

pembentukan Peraturan Bupati.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Ketercukupan sarana dan prasarana yang memadai dapat
didukung dengan adanya pengelolaan aset daerah, sehingga untuk
mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka
pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan
Daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan
barang milik daerah.

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah, pengelolaan barang milik daerah
dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai yang
dilaksanakan mulai dari tahapan Perencanaan Kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Guna
memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang
milik daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
yang dimana Pasal 105 mengamatkan untuk dibentuknya Peraturan
Daerah tentang pengelolaan Barang Milik daerah selain itu juga telah
terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, namun seiring dengan perkembangan peraturan



daerah tersebut mengalami perubahan baik Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat
beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah adalah
dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup
kegiatan yang dilakukan oleh tim analisis dan evaluasi produk hukum
daerah  adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan batu uji :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.



BAB I
PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Sesuai Pasal 7 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kekuatan hukum dari ketujuh peraturan perundang-
undangan sesuai dengan hierarki, dimana hierarki merupakan
penjenjangan  setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Selanjutnya sesuai angka 230, angka 231, dan angka 237 Lampiran I
yang menyatakan
1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-
undangan; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi  Peraturan
Perundangundangan.
9. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau
ayat; atau
b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
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(lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut
dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru
mengenai masalah tersebut.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
Perubahan substansi terkait pengelolaan barang milik daerah dalam
Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. Perubahan definisi dalam pasal 1

a. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan
bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara.

2. Pasal 16

(2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan
penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola
Barang Milik Daerah.

3. Pasal 29
(7) Sewa Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian, paling sedikit memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka
waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan



(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai
sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik
Negara/Daerah.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang
atas:

a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau

b. Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan

karakteristik/sifat khusus.
4. Pasal 30

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling
sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka
waktu;

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak
dan kewajiban para pihak.

5. Pasal 32
(5) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh

Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota.
6. Pasal 33

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan
terhadap Barang Milik Negara/Daerah tersebut;

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali
untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat

dilakukan penunjukan langsung;



c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha
milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik
negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur
mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara
pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang
memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;

d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh:

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada Pengelola
Barang dan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan serta sebagian tanah dan/atau bangunan yang
berada pada Pengguna Barang;

2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan;

3. Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang,
untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
yang berada pada Pengguna Barang; atau

4. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat

persetujuan dari:
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2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan
beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama
Pemanfaatan;

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian
dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama
Pemanfaatan;

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya
merupakan Barang Milik Negara/Daerah;

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama
Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan
Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama
Pemanfaatan; dan

k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama
Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk
penyediaan infrastruktur.

(3a) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik
Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan
usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan

usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah
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penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara
dan perseroan terbatas, kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70%
(tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufe.
7. Pasal 34
(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik
Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengelola
Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh: a. Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada
pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang
berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang Milik
Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(3) Dihapus.

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan setelah Barang
Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah
atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota.

(5) Dihapus.

8. Pasal 36

(1) Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

(2) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah
Guna dilaksanakan melalui tender.

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang

telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna



rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun selama jangka
waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; dan c¢. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna
Serah atau Bangun Serah Guna; 2. bangunan beserta fasilitas yang
berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah yang digunakan
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Pusat/Daerah; dan/atau 3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun

Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari
pelaksanaan Bangun Guna Serah atau hasil Bangun Serah Guna
harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan

berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: a. para pihak yang
terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun
Serah Guna; c. jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna; d. jangka waktu pengoperasian hasil Bangun
Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan e. hak dan kewajiban

para pihak yang terikat dalam perjanjian.

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna harus diatasnamakan:

a. Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau
b. Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah
atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna
Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang

bersangkutan.

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan

objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang pada akhir jangka waktu
pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern

Pemerintah.



(9) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada
Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan,
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

(10) Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna
Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak
menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Mitra Bangun Guna
Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh

aparat pengawasan intern Pemerintah.

9. penjelasan Pasal 42 diubah
10. Pasal 50
(2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan
oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik.
11. Pasal 51
(2) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh
tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau
menggunakan Penilai.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
12. penjelasan ayat (1) Pasal 52 diubah
13. penjelasan ayat (1) Pasal 61 diubah
14. Pasal 64
(3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan
pihak: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya/Desa; c.
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau d. swasta.
15. Pasal 67
(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a.
Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik
Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. apabila
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep
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Gubernur/Bupati/Walikota. c. berdasarkan hasil kajian Pengelola
Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik
Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya; d.
Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses
persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57
ayat (2); e. pelaksanakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman
pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f.
pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(la)Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan
dan kelengkapan data;
b. dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola
Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi
syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan menetapkan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan; d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2); e. Pengelola Barang
melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f.
pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti
harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a.
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar

Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan



kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi
Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji
pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c.
apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui
usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan
Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; e. Pengelola Barang
melaksanakan Tukar Menukar setelah mendapat persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f. pelaksanaan serah
terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang
16. Pasal 68

(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan
untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan,
pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah/desa.

(3) Dihapus.

17. penjelasan huruf b ayat (1) Pasal 69 diubah
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan
oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada
pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang
berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang
Milik Daerah sesuai batas kewenangannya
18. Pasal 71
(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengelola Barang
mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; b.
apabila memenuhi syarat sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian



Gubernur/Bupati/Walikota; c. berdasarkan hasil kajian Pengelola
Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik
Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; d.
proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (2); e. pelaksanakan Hibah
Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang
dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf d; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang
dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

(1a)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan
data; b. dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota,
Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya
Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dihibahkan; d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat
(2); e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman
pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f.
pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan, kelengkapan

data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b.
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Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Hibah Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas
kewenangannya; d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59; e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah
dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf d; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang
dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima

barang.

19. Pasal 72

(1)

(2)

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik
Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki
struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: a.
Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai
dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b.
Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun

yang akan dibentuk.

20. Pasal 75

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

21.Pasal 78



(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh: a. Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik
Negara yang berada pada Pengguna Barang; b. Pengelola Barang,
untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; c.
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang
berada pada Pengguna Barang; atau d. Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang
Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. (la)
Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, huruf ¢, dan huruf d dilaporkan kepada: a. Pengelola
Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b.
Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

22. Pasal 81

Penghapusan meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna

dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; al. Penghapusan dari

Daftar Barang Pengelola; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik

Negara/Daerah.

23. Pasal 96
(2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah mengenai
Badan Layanan Umum.
24. Pasal 108 dihapus.
. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berdasarkan analisis terhadap perubahan substansi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah perlu dilakukan perubahan beberapa pasal dalam
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang meliputi:
1. Pasal 1;
2. Pasal 28;



4 Pasal 54;

5. Pasal 57;

6. Pasal 96;

7. Pasal 122;

8 Pasal 130;

9 Pasal 132;

10. Pasal 139; dan
11. Pasal 142.



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan

Daerah Perubahan bukan Peraturan Daerah yang baru dengan
mempertimbangkan materi Peraturan daerah yang diubah kurang dari

dari 50 % (lima puluh persen)

B. Rekomendasi

1

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati
Tahun 2026.

Bagian Hukum berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset daerah
dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Hasil Analisis dapat dijadikan bahan dalam penyusunan naskah

akademik atau penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah.



